
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014.

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang bersama Walikota telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
879/KPTS/BPKAD/2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;

Menimbang

WALIKOTAPALEMBANG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2014

TENTANG

TAHUN 2013NOMOR I'

PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090) ;

12. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan an tara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 5), sebagaimana telah
diubah dengan Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor
7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005
Nomor 7);



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHIL

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.945.003.557.747,76

2. Belanja Daerah Rp. 2.998.069.459.532,70 ( - )

(Defisit) (Rp. 53.065.901.784,94)

~
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 94.510.277.784,94

b. Pengeluaran Rp. 41.444.376.000,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp. 53.065.901.784,94

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
sebagai berikut :

Pasal 1

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2014.

Menetapkan

WALIKOTAPALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Dan

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PALEMBANG

Dengan Persetujuan Bersama

24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);



8.597.000.010,00

Rp. 1.560.265.634.982,30
Rp.
Rp.

dimaksud pada ayat (1)(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah
b. Belanja bunga sejumlah
c. Belanja subsidi sejumlah

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.582.121.584.992,30
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.415.947.874.540,40

Pasal3

Hibah sejumlah Rp. 27.612.166.242,00
Dana darurat sejumlah Rp.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah
Rp. 144.635.887.900,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp 470.639.418.000,00
Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnnya sejumlah Rp. 42.577.730.500,00

a.
b.
c.

~.
d.

'--.
e.

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Rp. 1.203.662.453.000,00
Rp. 66.056.370.000,00

a. Dana bagi hasil pajakJbukan pajak sejumlah
Rp. 305.339.944.201,51

b. Dana alokasi umum sejumlah
c. Dana alokasi khusus sejumlah

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

daerah yang sah sejumlah

Rp.388.858.500.000,00
Rp. 157.003.301.366,00

daerah yang dipisahkan sejumlah

a. Pajak daerah sejumlah
b. Retribusi daerah sejumlah
c. Hasil Pengelolaan kekayaan
Rp 48.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli
Rp.90.617.786.538,25

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis pendapatan :

(1) Pendapatan Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 684.479.587.904,25
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.575.058.767.201,51
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

Rp. 685.465.202.642,00

Pasal2



2. Dana bergulir kepada UKMsebesar Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 5.000.000.000,00
Rp. 1.300.000.000,00 dan,
Rp. 6.644.376.000,00
Rp.17.000.000.000,00

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)Huruf
b, terdiri dari:
1. Penyertaan Modal Kepada BUMD:

a. Bank Sumsel Babel sebesar
b. PT. SP2J untuk BPR sebesar

Pemasangan Gas sebesar
c. PDAMTirta Musi sebesar
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp. 34.944.376.000,00
c. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA)sejumlah Rp. 41.006.611.690,94
b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -
c. Penerimaan kembali pemberian pmjaman sejumlah

Rp. -
d. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 53.503.666.094,00

Rp.94.510.277.784,94
Rp.41.444.376.000,00

a. Penerimaan sejumlah
b. Pengeluaran sejumlah

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:

Pasal4

85.588.286.675,00
662.168.825.997,15
668.190.761.868,25

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.
c. Belanja modal sejumlah Rp.

1.000.000.000,00
2.000.000.000,00

9.478.950.000,00
780.000.000,00

d. Belanja hibah sejumlah Rp.
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.



Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :
1. Lampiran I
2. Lampiran II

Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIIIDaftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset

Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset

lainnya.;
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(3) Pengeluaran Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria
sebagai berikut:
a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan Masyarakat.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah

Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

(1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, atau dengan
menggunakan Belanja Tidak Terduga.
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KHIDAYAT
TA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR LI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3l-li-- 9()t}

~ SF,: RETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

--- _-- "-_ .-. ~--- ..,,_
H. ROMI HERTON

Ditetapkan di Pale bang
pada tanggal 31 sember 2013

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Palembang.

Pasal9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal8

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini.

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIIIDaftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.




